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ABSTRAK

Bimbingan perkawinan (bimwin) merupakan salah satu layanan Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertujuan membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan membina keluarga sakinah. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam meminimalisir konflik rumah tangga pasangan muda di KUA Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Penelitian kualitatif dengan metode studi kasus ini melibatkan wawancara mendalam dengan penyuluh agama, pegawai KUA, dan pasangan muda peserta bimwin, serta analisis dokumen KUA dan data kasus perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimwin di KUA Sukarami relatif efektif dalam meningkatkan pengetahuan calon pengantin mengenai hak dan kewajiban, komunikasi, dan manajemen konflik, meskipun masih terdapat kendala pada keterbatasan tenaga penyuluh, fasilitas, dan kesadaran peserta. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kualitas materi, metode interaktif, serta pemantauan pasca-nikah.

Kata kunci : bimbingan perkawinan, konflik rumah tangga, pasangan muda, Kantor  

                      Urusan Agama

ABSTRACT


Marriage guidance (bimwin) is a service provided by the Ministry of Religious Affairs through the Office of Religious Affairs (KUA), aimed at equipping prospective brides and grooms with the knowledge and skills to build a harmonious family. This study aims to analyze the effectiveness of marriage guidance in minimizing domestic conflict among young couples at the KUA in Sukarami District, Palembang City. This qualitative case study research involved in-depth interviews with religious instructors, KUA staff, and young couples participating in the bimwin program, as well as analysis of KUA documents and divorce case data. The results indicate that bimwin at the Sukarami KUA is relatively effective in increasing prospective brides and grooms' knowledge regarding rights and obligations, communication, and conflict management, although challenges remain, including limited counselors, facilities, and participant awareness. This study recommends improving the quality of materials, interactive methods, and post-marital monitoring.
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PENDAHULUAN


Perkawinan merupakan jalan mulia untuk membentuk keluarga sekaligus menjalin hubungan sosial antar kelompok. Tujuan idealnya adalah menciptakan keluarga yang bahagia, harmonis, dan langgeng, meskipun dalam kenyataannya tidak sedikit rumah tangga berakhir dengan perceraian akibat pertikaian maupun perselingkuhan. Untuk meminimalisir perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah melalui Kementerian Agama menyelenggarakan program bimbingan perkawinan. Program ini memberi bekal spiritual dan wawasan bagi calon pengantin agar siap membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Di KUA Kecamatan Sukarami, program bimbingan perkawinan dijalankan sesuai amanat regulasi, dengan tujuan meningkatkan ketahanan keluarga. Data menunjukkan bahwa jumlah perkawinan di wilayah ini relatif tinggi, namun angka perceraian di Kota Palembang juga cukup signifikan. Bimbingan perkawinan diharapkan mampu membekali pasangan calon pengantin dengan keterampilan membina rumah tangga, menyelesaikan konflik, serta mencegah kekerasan rumah tangga.

Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya fasilitas pendukung seperti ruang khusus dan infokus, serta masih adanya calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan karena faktor waktu atau ketidaktahuan. Meskipun begitu, bimbingan perkawinan tetap menjadi syarat penting karena sertifikat kelulusan wajib dilampirkan dalam pencatatan pernikahan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sukarami Palembang dalam rangka meminimalisir konflik rumah tangga pasangan muda.
TINJAUAN PUSTAKA
Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu kegiatan atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektif berarti hasil sesuai dengan sasaran, di mana semakin dekat pencapaian dengan tujuan maka semakin efektif. Efektivitas dapat dilihat dari pelaksanaan tugas/fungsi, keterlaksanaan program, kepatuhan terhadap aturan, serta pencapaian tujuan ideal (Muasaroh, 2010). Menurut Steers (1996), pengukuran efektivitas menekankan pada tiga aspek: pencapaian tujuan, sinergi sistem organisasi, dan perilaku manusia di dalamnya. Dengan demikian, efektivitas menunjukkan sejauh mana suatu organisasi mampu memanfaatkan sumber daya untuk mencapai hasil optimal sesuai sasaran.

Pelaksanaan
Menurut Terry (2010:81), pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota organisasi agar bersedia mencapai tujuan bersama. Fungsi ini menjadikan perencanaan nyata melalui pengarahan dan motivasi sehingga setiap individu dapat melaksanakan tugas sesuai peran dan tanggung jawabnya. Pelaksanaan sangat penting karena langsung berkaitan dengan manusia sebagai pelaksana, serta menentukan efektivitas fungsi manajemen lainnya. Dengan optimalisasi sumber daya manusia yang sesuai kompetensi, organisasi dapat merealisasikan visi, misi, dan program kerja secara efektif dan efisien.
Bimbingan Perkawinan
Bimbingan perkawinan pranikah merupakan program wajib bagi calon pengantin sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018. Tujuannya adalah menyiapkan pasangan agar mampu membangun keluarga sakinah, harmonis, dan tangguh menghadapi tantangan zaman. Regulasi ini diperkuat melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 yang lebih rinci mengatur teknis pelaksanaan, mulai dari jadwal, materi, fasilitator, hingga evaluasi sehingga pelaksanaan bimbingan dapat berjalan lebih terstandar dan efektif.

Pelayanan bimbingan pranikah tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan pembinaan menyeluruh melalui diskusi, praktik komunikasi, hingga pengembangan kepribadian. Fokusnya adalah menggali potensi calon pengantin agar siap secara mental, emosional, spiritual, dan sosial dalam menghadapi kehidupan rumah tangga (Muasaroh, 2010; Steers, 1996). Dengan bekal tersebut, pasangan diharapkan mampu menyatukan visi, memahami perbedaan, serta mengelola konflik dengan baik.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena dinilai tepat untuk menggambarkan secara mendalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sukarami Palembang. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami secara utuh ucapan, perilaku, dan pengalaman pasangan muda sehingga hasil penelitian mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas bimbingan dalam meminimalisir konflik rumah tangga.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Sukarami

Bimbingan perkawinan di KUA Sukarami dilaksanakan sesuai pedoman dari Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama RI. Program ini menggunakan Modul Resmi Bimbingan Perkawinan Tahun 2020 yang terbagi menjadi 16 jam pelajaran (JPL) dalam 8 sesi utama, yaitu:

1. Fiqh Keluarga

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

3. Komunikasi Efektif dalam Keluarga

4. Manajemen Konflik

5. Kesehatan Reproduksi

6. Psikologi Pernikahan

7. Ekonomi Keluarga

8. Nilai-Nilai Keluarga Sakinah

Pelaksanaan bimwin biasanya berlangsung selama 1–2 hari dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, serta simulasi. Calon pengantin diwajibkan mendaftar terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan. Dari hasil observasi, dua sesi bimwin terlihat berjalan sistematis. Peserta menunjukkan antusiasme yang berbeda-beda, ada yang aktif berdiskusi, sementara sebagian lain lebih banyak mendengarkan.

Respon Peserta

Wawancara terhadap 8 pasangan muda mengungkapkan beberapa hal penting:

1. Peningkatan Pengetahuan: Sebagian besar peserta baru memahami secara detail hak dan kewajiban suami istri.

2. Kesadaran Konflik: Peserta mulai menyadari arti penting komunikasi serta keterampilan manajemen konflik dalam menghindari pertengkaran.

3. Kritik terhadap Metode: Beberapa peserta menilai metode penyampaian materi masih monoton.

4. Manfaat Sosial: Bimwin juga dianggap memperluas jaringan silaturahmi antar calon pengantin.

Faktor Pendukung

Beberapa hal yang mendukung kelancaran bimwin di KUA  Sukarami antara lain:

1. Ketersediaan modul resmi sebagai panduan.

2. Adanya regulasi Kemenag yang mewajibkan bimwin bagi calon pengantin.

3. Pengalaman penyuluh agama yang cukup lama dalam membina masyarakat.

4. Kolaborasi dengan Puskesmas untuk materi kesehatan reproduksi.

Faktor Penghambat

Namun, sejumlah kendala masih dihadapi, seperti:

1. Jumlah penyuluh terbatas sehingga diskusi kelompok kecil sulit dilakukan.

2. Fasilitas ruangan minim sehingga kegiatan terasa formal dan kurang interaktif.

3. Masih ada peserta yang menganggap bimwin sekadar syarat administrasi.

4. Tidak adanya sistem monitoring pasca-nikah untuk mendampingi pasangan setelah menikah.

Analisis Data Perceraian

Data dari Pengadilan Agama menunjukkan adanya penurunan moderat angka perceraian pasangan muda setelah bimwin diwajibkan pada 2019–2020:

1. 2018: 210 kasus

2. 2020: 180 kasus

3. 2022: 165 kasus

4. 2023: 158 kasus

Meskipun penurunannya tidak drastis, pola konsisten ini dapat dianggap sebagai kontribusi bimwin dalam mengurangi risiko perceraian.

Pembahasan

Penelitian menemukan bahwa bimbingan perkawinan di KUA Sukarami cukup efektif (kategori sedang–tinggi) dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin. Hal ini dapat dianalisis dari:

1. Input: Modul resmi, kebijakan wajib, dan penyuluh berpengalaman.

2. Proses: Pelaksanaan terstruktur dengan 8 tema pokok.

3. Output: Meningkatnya pengetahuan, kesadaran komunikasi, dan keterampilan manajemen konflik.

4. Outcome: Penurunan moderat angka perceraian.

Dalam konteks teori pelayanan publik (Osborne & Gaebler, 1992), layanan yang baik harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada bimwin, layanan tersebut terbukti meningkatkan kesiapan menikah, baik dari aspek hukum, agama, maupun komunikasi.

Manajemen Konflik Pasangan Muda

Konflik rumah tangga umumnya dipicu masalah ekonomi, kecemburuan, pengaruh media sosial, dan campur tangan keluarga besar. Materi manajemen konflik dalam bimwin membantu peserta memahami potensi konflik sekaligus cara menyelesaikannya, misalnya:

1. Menggunakan teknik I-message untuk menghindari sikap saling menyalahkan.

2. Latihan mendengarkan tanpa menyela.

3. Negosiasi kompromi, terutama terkait masalah keuangan.

Latihan sederhana ini dirasakan bermanfaat untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari.

Kendala Implementasi

1. Beberapa hambatan utama antara lain:

2. Keterbatasan jumlah penyuluh.

3. Minimnya sarana fisik untuk kegiatan interaktif.

4. Motivasi sebagian peserta masih rendah.

5. Ketiadaan sistem monitoring pasca-nikah.

Hal ini sejalan dengan temuan Fatiah & Siregar (2025) di Medan Tembung yang menekankan perlunya metode interaktif dan monitoring berkelanjutan.

Strategi Peningkatan

Untuk mengoptimalkan bimwin, beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi:

1. Pelatihan penyuluh dengan metode interaktif.

2. Penambahan anggaran untuk sarana dan fasilitas.

3. Kerja sama dengan psikolog, konselor keluarga, dan Puskesmas.

4. Membuat sistem monitoring pasca-nikah melalui kader keluarga sakinah.

Perbandingan dengan Penelitian Lain

Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya:

1. Basri & Zulfadhli (2024): efektivitas bimwin bergantung pada kelengkapan materi dan metode partisipatif.

2. Kirana dkk. (2024): peran penyuluh agama berpengaruh pada niat perceraian.

3. Fatiah & Siregar (2025): kewajiban bimwin efektif menurunkan angka perceraian di Medan Tembung.

Konteks Sukarami sebagai wilayah urban dan heterogen menuntut strategi yang lebih adaptif.

Implikasi Kebijakan

Kementerian Agama disarankan untuk:

1. Menambah jumlah penyuluh agama di wilayah padat penduduk.

2. Mengintegrasikan bimwin dengan program pasca-nikah.

3. Melakukan evaluasi rutin berbasis data lokal.

4. Menyesuaikan modul dengan studi kasus khas perkotaan.

Kesimpulan

1. Efektivitas sedang–tinggi: Bimwin cukup berhasil meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai hak dan kewajiban, komunikasi, serta manajemen konflik.

2. Kontribusi pada penurunan perceraian: Data menunjukkan tren menurun meskipun belum signifikan.

3. Penggunaan modul standar: Materi disampaikan sesuai pedoman Kemenag.

4. Kesadaran meningkat: Peserta menyadari pentingnya komunikasi, meski sebagian masih menganggap bimwin formalitas.

5. Kendala: Keterbatasan penyuluh, sarana, metode pembelajaran, dan monitoring pasca-nikah.

6. Peran penyuluh: Pengalaman penyuluh sangat berpengaruh, meski jumlahnya terbatas.

7.   Monitoring pasca-nikah: Belum ada sistem formal, padahal konflik sering muncul di fase awal pernikahan.

Secara keseluruhan, bimwin di KUA Sukarami terbukti memberi kontribusi nyata dalam meminimalisir konflik rumah tangga pasangan muda, namun masih perlu berbagai perbaikan agar lebih optimal.

Saran

1. Menambah jumlah serta kualitas penyuluh melalui pelatihan interaktif.

2. Mengembangkan metode yang lebih variatif seperti roleplay, studi kasus, dan media audio-visual.

3. Meningkatkan sarana prasarana ruang bimbingan.

4. Meningkatkan sosialisasi pentingnya bimwin bagi calon pengantin.

5. Memperkuat kerja sama lintas sektor dengan psikolog, konselor, dan Puskesmas.

6. Membentuk sistem monitoring pasca-nikah, termasuk layanan konseling keluarga.

7. Menyesuaikan materi dengan konteks urban, seperti konflik akibat media sosial atau ekonomi rumah tangga modern.

Dengan strategi tersebut, bimbingan perkawinan di KUA Sukarami diharapkan semakin efektif, relevan, dan berdampak nyata dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.
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